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Puji syukur kehadirat Allah
hidayah-Nya kepada kita semua

Keuangan Dinas Pemberdayaan pe
Pencatatan Sipil

SWT vyang telah melimpahkan rahmat dan
sehingga kami dapat menyusun Laporan

rémpuan Perlindungan Anak, Kependudukan

dan  Pengendalian Penduduk  Keluarga
ProvinsiKepuIauan Bangka Belitung Tahun An

Penerapan Standar Akuntansj Pemerintah,

Berencana
ggaran 2018 sebagai langkah nyata

Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah
puan Perllndungan Anak, Ke
Penduduk Keluarga Berencana

periode Januari s.d. Desember Tah
jauh  keberhasilan pelaksanaan

(OPD) Dinas Pemberdayaan
Pendudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama
un Anggaran 2018 dapat dilihat dari seberapa

atas upaya-upaya peningkatan efisiensi
pembiayaan anggaran dan efektifitas pengelolaan anggaran

Perem

Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini menggambarkan secara
rinci target baik kualitatif maupun kuantitatif, realisasi kinerja, kendala baik
internal maupun eksternal, dan upaya-upaya yang hendak dilaksanakan.

Disamping itu laporan kéuangan ini merupakan komitmen pelaksanaan

program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam Rencana Strategis Daerah. Dan
lebih jauh, laporan keuangan ini disusun sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, |
dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas pada unit kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulafjan‘Bangka
Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Orf_;anlsasu Tugas
dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
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Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor i
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara khususnya dalam Pasal 56, telah
Mengamanatkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan
keuangan.

Semoga Laporan Keuangan ini dapat digunakan sebagai dasar bagi
Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang dalam pembuatan keputusan dan
pengambilan  kebijakan di bidang keuangan daerah serta bermanfaat bagi
penyclenggaraan pemerintahan  daerah yang akuntabilitas dalam rangka
mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (Good Governance).

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah
berpartisipasi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana  Provingi Kepulauan Bangka Belitung Tahun
Anggaran 2018 ini. Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam
mengabdi bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara.

Pangkalpinang,  Januari 2019

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA

‘\(A*‘%ERENCANA
AN BANGKA BELITUNG,
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BAB1
PENDAHULUAN

'1.1. Profil OPD

Dinas  Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung didirikan sebagai salah satu perangkat daerah dalam

7‘ penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bertugas membantu Kepala Daerah

| dalam unsur pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi
kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana.
Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dipimpin oleh Kepala Dinas, yang dalam pelaksanaan
tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung. Organisasi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana diatur dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor
58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perernpuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkedudukan di Komplek Perkantoran dan
Pemukimanan Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Air Itam
Pangkalpinang Pulau Bangka.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana  Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian

penduduk keluarga berencana;
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2. Pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan

Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian
penduduk keluarga berencana;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan
pengendalian penduduk keluarga berencana;

4. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan
pengendalian penduduk keiuarga berencana;

5.

Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian |
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berkomitmen |
dengan visi "Mewujudkan Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak
serta Meningkatkan Kualitas Keluarga di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung”
Untuk mewujudkan visi tersebut dibutuhkan langkah atau misi yaitu mewujudkan
tata keloia pemerintahan yang baik dan pembangunan demokrasi.

1.2. Maksud dan Tujuan penyusunan laporan keuangan OPD

Laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi para
pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas, yang selanjutnya dapat digunakan
sebagai dasar dalam membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial,
maupun politik, dan tentunya diharapkan akan sangat bermanfaat untuk |
pengambilan kebijakan di bidang keuangan daerah di masa yang akan datang.

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan OPD ini adalah untuk:

1. Mengetahui seberapa besar realisasi penyerapan anggaran terhadap pagu
anggaran yang dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selama Tahun Anggaran 2018.

2. Menilai seberapa besar realisasi sumber daya finansial yang digunakan dalam
menjalankan tugas dan fungsi serta hasil-hasil yang telah dicapai Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung selama Tahun Anggaran 2018.
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Mengetahui seberapa besar perubahan posisi anggaran, apakah mengalami
kenaikan ataukah penurunan dalam tahun yang bersangkutan sebagai akibat
dari pelaksanaan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Mengetahui informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil
dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban-LO dan surplus/defisit
operasional yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
Mengetahui informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas
awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

Mengetahui informasi posisi keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengenai
aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Mengetahui informasi yang lebih rinci atau lebih jelas atas pos-pos laporan
pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.

8. Sebagai pertanggungjawaban Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian
Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai
Kepala OPD atas penggunaan APBD selama Tahun Anggaran 2018.

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD

Setiap tahap pengelolaan keuangan negara/daerah apapun jenisnya
tentu akan mempunyai aturan sendiri yang harus dipatuhi, dan tentunya akan
banyak bersinggungan dengan aturan lain yang berkaitan. Demikian juga dengan
penyusunan catatan atas laporan keuangan in, yang diselenggarakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan
negara/daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Républik Indonesia 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4033);

Und'C"'GJ-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

| Negara Republik Indonesia Nomor 4285);

| Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

| . Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintzhan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4422);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2006 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
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15.

16.

17.

18.

19.
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nornor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014
tentarig Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 43
Seri E);

Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2015
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 42 Seri E);
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung.
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1.4. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD selama Tahun
Anggaran 2018 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun sistematika penulisan

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, secara rinci
dapat disajikan sebagai berikut:

BabI Pendahuluan
1.1.Profil OPD
1.2.Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan OPD
1.3.Landasan hukum penyusunan laporan keuangan OPD
1.4.Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan OPD

Bab II Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
OPD

2.1. Ekonomi makro
2.2. Kebijakan keuangan
2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan OPD
3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD
3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan
Bab IV Kebijakan akuntansi
4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan OPD
4.7. Basis akuntansl yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD
4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
OPD
4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaltan dengan ketentuan yang
ada dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD
BabV Penjelasan pos-pos laporan keuangan OPD
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. Rincian dan penjelasan ma
oPD
5.1.1 Pendapatan
5.1.2 Belanfa
5.1.3 Beban
5.1.4 Aset
5.1.5 Kewaliban
5.1.6 Ekuitas Dana

sing=masing pos-pos pelaporan keuangan

Pengungkapan  atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

c|c 'S k
belanja dan Rekonslliasinya dengan penerapan basls kas, untu
entitas akuntan

pada OPD,

Bab VI Penjelasan atas Informasi-informasi nonkeuangan OPD
Bab VII Penutup

sl/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual
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BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN

KEUANGAN
DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA
APBD OPD

'2.1. Ekonomi Makro

\
Indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Catatan

Atas Laporan Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran TA
2018. Data yang dibandingkan adalah antara anggaran dengan realisasi anggaran
TA 2018. Data indikator ekonomi makro yang diperoleh antara lain:

1. Belanja Pegawai
< Belanja Pegawai (Belanja Operasi-Belanja Tidak Langsung)
Total realisasi SP2D belanja pegawai (BTL) selama TA 2018 adalah
sebesar Rp5.716.437.389,- atau mencapai 90,58% dari anggaran belanja
pegawai sebesar Rp6.311.010.745,- dengan sisa anggaran sebesar
Rp594.573.356,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai

(BTL) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Begawai
(Belanja Tidak Langsung)
TR £ XA
i R T b A ‘Persentase (%
Uraian Angp?aran_ _ Rea;ls)asl Tl Rea||sa5|( ) |
e R ] ~ Anggaran '~‘]
[ Beianja Pegawai 6.311.010.745 5716437.388 |  9058% |
Jumlah | 6311.010.745. | 5.716.437.389 e 90i58%,

\ Realisasi belanja pegawai (BTL) TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp5.716.437.389,- dan Rp5.409.360.648,-. Realisasi belanja

a
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pegawai TA 2018 mengalami kenaikan yang signifikan dari TA 2017 yaitu

sebesar 94,63%. Berikut ini tabel perbandingan belanja pegawai TA 2018
dan TA 2017:

Tabel 2.2
Perbandingan Belanja Pegawai (BTL) TA 2018 dan TA 2017

{ Realisasl’Anggaran | Persentasec (%)
“ Uraian Realisas| Anggaran | "° 9 Kenaikan/ '

! TA 2017
| TA 2018 (Rp) (Rp) ~Penurunan -

[ Belanja Pegawai
(BTL) g’ 5.716.437.389 5.409.360.648 1,05%

B LT e T A L e e T R T e e e

< Belanja Pegawai (Belanja Operasi-Belanja Langsung)
Total realisasi belanja pegawai (BL) selama TA 2018 adalah sebesar
Rp779.848.500,- atau mencapai 86,60% dari anggaran belanja pegawai
(BL) sebesar Rp900.493.500,- dengan sisa anggaran sebesar
Rp120.645.000,-. Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja pegawai
(BL) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Begawai
(Belanja Langsung)

TA 2018 , T
- Uraian.. .. pe sAnagaran- oo b Realisas) 1,:_,‘_P_e_r;enlt.ase;(_!,»a_):
o T R S s pae SR pp e b Reallaaghi
b L L L EmA AR IR e s A e Ang garan sy
Belanja Pegawai 900.493.500,- 779.848.500 86,60%
| Jumlah | "900:493:500,- " 1779/848/500 1 5111 1186;60% 1|

Realisasi belanja pegawai (BL) TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp779.848.500,- dan Rp1.406.645.000,-. Realisasi belanja
pegawai TA 2018 mengalami penurunan yang signifikan dari TA 2017
yaitu sebesar 55,44%. Penurunan disebabkan adanya mutasi pegawai dan
kekosongan jabatan sehingga Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
dan Tim Kegiatan sehingga tidak direalisasikan di TA 2018, Berikut ini
tabel perbandingan belanja pegawai (BL) TA 2018 dan TA 2017:

Dipindai dengan CamScanner
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] Tabel 2.4
Perbandingan Belanja Pegawai (BL) TA 2018 dan TA 2017

i ‘ "Real 1 »RsalisasiAnggaran Persentas.e (%) *
Sedlangr “Tfazsol{’;"&g?'a"l TA 2017 “Konalkanl
b RPN ' ¥ Penurunan ;'-J
Belanja Pegawai » s - |

(BL) 779.848.500 1.406.645.000 | (55,44%)
. Jumlah 779.848.500 406,645,000 |1 1(55:48%). w1

Adapun total realisasi belanja pegawai baik dari belanja tidak langsung (BTL)
maupun dari belanja langsung (BL) TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Realisasi belanja pegawai (BTL) Rp  5.716.437.389,-
- Realisasi belanja pegawai (BL) Rp 779.848.500,- +
Total Realisasi Belanja Pegawai (BTL& BL) ~ Rp____6,496,285.889.-

2. Belanja Barang dan Jasa (Belanja Operasi-Belanja langsung)

Realisasi belanja barang dan jasa untuk TA 2018 sebesar Rp5.097.641.502,-
atau mencapai 91,57% dari anggaran belanja barang dan jesa sebesar
| Rp5.566.803.362,- dengan sisa anggaran sebesar Rp469.161.860,- Adapun
rincian anggaran dan realisas! belanja barang dan jasa adalah sebagal berikut:

l Tabel 2.5

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
L T TR0 i b A e
Uraian * Anggaran- Reahsasi Pe";zgltl‘;sa‘;l("{"r
(Rp) “(Rp) -Anggaran;’
| Belanja Barang dan Jasa 5.565.803.362,- | 5.097.641.502,- | 91,57%
| Jumlah 5.566.803:362,-' . | 5,097.641.502, [ 191,57, i

Realisasi belanja barang dan jasa TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing
sebesar Rp5.097.641.502,- dan Rp3.812.541.062,- Realisasi belanja barang
dan jasa TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 1,34% dari TA 2017. Berikut
ini tabel perbandingan belénja barang dan jasa TA 2018 dan TA 2017:

Tabel 2.6
Perbandingan Belanja Barang dan Jasa TA 2018 dan TA 2017

- Realisasi Anggaran Persentasej
\
i | Uraian ReaT“:a;oi:;n(%%;m TA 2017 : {%) Kenaikan
(Rp) -/Penurunan -
Belaia Berang dan jasa 5.097.641.502.- 3.812.541.062,- 1,34%
Jumlah: T - B1097:641,5025 -1 lii1A 381205411082,z e s 1 1,34%5 oy
i 10
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3. Belanja Modal
Realisasi belanja modal untuk TA 2018 sebesar Rp180.680.000,- atau
mencapai 97,37% dari anggaran belanja modal sebesar Rp185.560.000,-
dengan sisa anggaran sebesar Rp4.880.000,-. Adapun rincian anggaran dan
realisasi belanja modal adalah sebagai berikut:

| Tabel 2.7

; Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

! l TA 2018 l

' Uraia b =y T e vl ]

' " ,.-n‘ ,{_:ﬁ‘l_\‘.ngga\g__anﬂ g R_eahsasn et fer;::ltlz:;aesl(/o) i

I _ A Bpl b S dRe) S Anggaran’iiiid

- IBvelan!a Mcdal ‘ 185.560.000 180.680.000 l 97,37% 1
L Jumlah T 785,560,000, =4 LA B0.680000 . it 9TsaTge A

Realisasi belanja modal TA 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar
Rp180.680.000,- dan Rp86.850.000,-. Realisasi belanja modal TA 2018
mengalami kenaikan sebesar 2,08% dari TA 2017. Berikut ini tabel
\ perbandingan belanja modal TA 2018 dan TA 2017:

Tabel 2.8
Perbandingan Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017

Realisasi‘Anggaran | Realisasi-Anggaran Persentase| %)
Uraian Semester | TA 2018 TA 2017 -Kenaikan/
(Rp) (Rp) Penurunan :
| Belanja Modal 180.680.000 86.850.000 100%
[ Jumlah 0 .86.850.000. . | 0%

2.2. Kebijakan Keuangan

APBD Tahun Anggaran 2018 disusun mengacu pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan
sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
yang dalam penyusunannya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

11
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1, Arah dan Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah APBD

pakan sarana dalam upaya untuk mencapal sasaran yang digariskan
berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan pemerintah Daera-

meru

5. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapaten dan Belanja Daerah Perumusan
strategi  dan prioritas  APBD umumnya dimaksudkan untuk mengatasi

permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian Arah
dan Kebijaken Umum APBD.

3. Standar Analisa Belanja (SAB)

SAB pada dasarnya merupakan standar belanja Yang dialokasikan untuk
melaksanakan suatu program atau keglatan pada tingkat pencapaian (target
kinerja) yang diinginkan, SAB dihitung oleh masing-masing Unit Kerja
berdasarkan proyeksi jumlah anggaran pelanja setiap program atau kegiatan.
Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran
belanja yang diusutkan unit kerja.
4. Tolok Ukur Kinerja
Tolok ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan
untuk dasar pengukuran Kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja.

Tolok ukur Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapal pada setiap unit
kerja.

5. Standar Biaya
Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-
‘ masing daerah. Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan
\ anggaran pelanja  suatu program atau kegiatan bagi daerah yang
w persangkutan. pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus
menerus Sesudl dengan perubahan harga Yyang perlaku di masing-masing
daerah.

| 2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

pengukuran kinerja pemerintah daerah diarahkan pada masing-masing
Organisas perangkat Daerah yang telah diberi wewenang mengelola sumber daya
sebagaimana bidangnya. Setiap Organisas! Perangkat Daerah adalah pusat
pertanggungjawaban (entitas) Yang menmiliki keunikan sendiri-sendiri. Dengan
demikian perumusan indikator kinerja tidak bisa seragam untuk diterapkan pada
cemua Organisasi perangkat Daerah (OPD) yang ada. Namun demikian, dalam
pengukuran kinerja setiap Organisasi perangkat Daerah (OPD) ini harus tetap

12
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dimulai dari pengidentifikasian terhadap visi, misi, falsafah, kebijakan, tujuan,
sasaren, program-program dan anggaran serta tugas dan fungsi yang telah
ditetapkan.

Secara harfiah makna indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau
kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan
yang teleh ditetapkan, Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu
yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau
melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, maupun tahap setelah
kegiatan selesai dan berfungsi.

Namun demikian, disadari sepenuhnya bahwa kinerja instansi pemerintah
bersifat multidimensional. Dalam arti, tidak ada indikator tunggal yang dapat
digunakan untuk menunjukkan tingkat keberhasilan secara komprehensif untuk
semua jenis instansi pemerintah. Indikator kinerja yang dipilin akan sangat
tergantung pada faktor kritikal keberhasilan yang telah diidentifikasi.

Dipindai dengan CamScanner



pab H1 IKitisar Pencapaian Kinerja Keuangan 0pp

— e —- s e

BAB 111
IKHTISAR PENCAPAIAN

KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan OPD

Dalam konteks pencapaian target kinerja suatu program/kegiatan
efisiensi (daya guna) sangat erat berhubungan dengan metode operasi
(operation method). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila
suatu produk atau hasil karya tertentu mempergunakan sumber daya dan dana
yang serendahnya-rendahnya. Efisiensi merupakan perbandingan antara output
dengan Jinput. Untuk mengukur tingkat efisiensi dalam mengelola keuangan
dengan melihat perbandingan antara realisasi anggaran pendapatan dengan
realisasi anggaran belanja, Output merupakan realisasi biaya untuk memperoleh
penerimaan daerah dan /input merupakan realisasi dari penerimaan daerah.

Efektifitas dana merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam
usaha mencapal tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektifitas merupakan
perbandingan antara owtcome dan output. Outcome merupakan dampak suatu
program atau kegiatan terhadap masyarakat, sedangkan output merupakan hasil
yang dicapai dari suatu program aktivitas dan kebijakan. Untuk mengukur tingkat
efektivitas dalam pengelolaan keuangan dengan melihat perbandingan anggaran
pendapatan dengan realisasinya dan persentase tingkat pencapaiannya.

Total Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung dalam
Dokumen Pelaksanaun Anggaran (DPA-OPD) pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan  Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
TA 2018 sebesar Rp12.963.867.607,- dengan realisasi belanja anggaran TA 2018
cebesar Rpl11.774.607.391,- atau 90,83% sehingga terdapat sisa anggaran
sebesar Rp1.189.260.216,- atau 9,17%.

Sebagai gambaran atas realisasi pencapaian target kinerja keuangan
serta rasio realisasi dan rasio sisa anggaran terhadap anggaran Belanja Tidak
Langsung pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

14
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Provinsi Kepulauan Bar.gka Belitung selama TA 2018 secara rinci dapat disajikan
sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Indikator Pencapalan Target Kinerja Keuangan Serta
Rasio Realisasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap
Anggaran Belanja Tidak Langsung TA 2018

bersifat multidimensional sehingga dalam menentukan indikator pencapaian
kinerja yang dipilih akan sangat tergantung pada faktor kritikal keberhasilan
yang telah diidentifikasi sebelumnya. Dalam konteks realisasi anggaran belanja
langsung pada unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode Tahun Anggaran 2018 capaian
target kinerja secara kuantitatif serta rasio realisasi dan rasio sisa anggaran
terhadap anggaran belanja langsung dapat dijelaskan sebagaimana tabel di

bawah ini:

) J . T P e e ] AR Xk
No Uralan Avgaaran.Re) | \.Avvn'el'lil‘ult“ 3 J Hfal’l.wgl‘ ""'Sii‘aﬂiﬁng"!); i?;'g:s:: R‘
AR o v BT ey PR o0 T R T
! 2 3 ' I
|| BELANJA PEGAWALPERSONALIA 6.311.010.745 5116437369 | G058 | 59457335 942
B 35 Gali dan Tunjargan Pogawal J.158.678.745 2.810.838.389 £8.99 347.040.3% 11,01
| 1| GapPokok PNSang Representasi 2.275 350 042 2.111 €95 800 2,81 163.653.242 118
2_| Tunangn Keluarga 205.125.48) 173495263 |  64.58 31630212 1542
3| Turjangan Jasatan 285.300.000 252,100,000 95,02 13.200.000 493
4 | Tunangan Fungsional §3.560.000 28.620.000 5344 24.940.000 46,56
5 | Tunjangan Fungsicnal Umum 66.780.000 54.470.000 81,57 12.310.000 1843
6 | Tunlangan Beras 202,776,000 105.371.100 51,85 57.404.500 48,04
| 7 | Tunjangan PPn/Khusus £.515 880 5025400 77,14 1489.450 2285
[ 8 | Pembulatan Gaj 45.200 303857 £5.71 15.843 3428
| § | luran Jaminan Kelenagaxeriaan 24225222 | 20973.775 86.60 2.245.447 13,40
10 | luran Jaminan Kesehatan 58.995.921 53.042.689 100,08 | (48.7€8) (0.08)
Il | Tambahan Penghasilan PNS 3.152.332.000 2.905.599.000 92,17 246.733.000 783
11 | Berdasarkan Bedan Kerja 2.754,000.000 2520439.000 95,15 133.551.000 485
12 | Bercasarkan Pertimbangan Objektf Lannya 398.332.000 285.160.000 7159 113.172.000 2841
Pada bab sebelumnya telah diuraikan bahwa kinerja instansi pemerintah
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Tabel 3,2
Indikator :
Rasio Re:ﬁncapalan Target Kinerja Keuangan Serta
v sasi dan Rasio Sisa Anggaran Terhadap
99aran Belanja Langsung TA 2018
. Raslo Sad Ll
He 3 ProgramKegiatan Anggaran Reallsas! Realisasi AKSI'I:yan : i?'ﬁ?: i
t (Rp) Anggaran (Rp) | Anggaran 99 HANegaren . ;
1 . %) (R} ).
|1 ] - AU TS| Wy ¢ 53 WY o'
P Prcgum.z"Kq lat : 3 5 : i
|| 01 | Pregram Peningkatan Pela ang = 5.652855.862 | 6.058.170.002 9106 | 594.686.606 8,94
|| 1 | Pelayanan Adminisrras| PErk: l‘n Pemerintan 1.652.687.600 1.456.894.204 88,15 195.793.355 11,85
‘ Ntoran
5 " B 1.282.860.000 1,183.872.835 92,29 8.886.165 1.1
; ;en!ngi:m ;a‘ s A 182.872.000 106035416 £5.06 56.936.534 34,94
‘ eningkalan Disiplin Apar — . — :
4 Pr:h'ka:an Ka-p‘ = 53.500.000 56.150.000 95,98 23.500.000 4,02
| 5 Pelﬁlugsuns o e Do A 4995900 | 2267485 535 | 1032347 [
¢ e y - p° — Pwma.m Pemtangunan 21497500 | 15.950.000 7520 5237.500 2471
| enyusunan Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan 85.150.000 72100000 T 13080000 153
02 | Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan 462510.500 431231470 9316 31.679.030 6,64
P i i
7 embinaan Organisas! Perempuan 143.132.000 131.512.770 91,88 11.619.230 812
§ | Peningkatan nilal.nila| Kejuangan Perempuan Indonesia 150.045.500 181.800.500 95,71 8.144.600 429
| Periguatan Kapasitas Palaksanaan Pengarisua
19 | Commpuoren FPRG e 93620000 | 81912500 o743 | 17ssn 1257
Pembinaan can Mongy Felaksanaan Program 1
|10 | Rumaten Paremouan d Kankots | MO |045000 | 35508300 9,61 130700 039
l
I Program Peningkatan Perlindungan P
193 | anak Sran e mpuanan T e 146950 | 1078620002 52564 | 109522858 16
| ! | PertspasiAnak caiam Pembangunan (Forum Anak) 188521500 | 183316750 0703 | 5604750 257
., | Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah
"2 | (kPA) Provins Regulauan Bum. Boiung 28071000 | 204184000 8577 | 33287.000 1“3
13 | Pengualan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan 172.640.000 144 575800 B3 25.164.200 15,28
14 | Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak 57.651.750 48 891355 84,80 8.760.3%4 15,20
§ | Peangkatan Peran Serta Anak dalam Pembangunan 222217 500 200 300.156 90,14 21.917.304 9,86
Rapal Koordinasi Provins| Layak Anak 60.330.000 §0.029.780 82,91 10.310.220 1703
Rapal Koorginasi Nasional Pembercayaan Perempuan dan
Perindungan Anak 548.105.100 §47.226.100 99,84 679.000 0,16
i
04 2;‘:5,’::;;;9“'“i“"'“i"“ Nependudaks dan 1818862562 | 1649822016 | 065 | 170.030.84 935
| Evauasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan
| 13 Sipil se-Provinsi Kepuiauan Bangka Belitung $0.462.500 89.703.000 99,16 759.500 0,34
| Rzpat Tewus Penyelenggaraan Administasi -
19 | Kependucukan Tingkal Provinsi dan Pencatatan Sipil se- 42.635.500 35.185.500 82,53 7.450.000 1747
Prov.Kepulauan Bangka Belitung
20 | Pengeloiaan Pemanfzatan Data Kependudukan 62.473.562 58.926.034 94,32 1547478 £2,08
21 | Pemoinaan KabupatenKola terkalt Kebijakan Acministasi | 30 roe o0 | 344 362.185 8545 16433835 455
dukeapil{ DAK)
22 | Pelaksanaan Penersitan KTP-el di KabupatenKola(DAK) | 239.975.000 193673967 80.71 46.301.833 18,29
23 | Pengelslazn Informasi Administrasi Kepencudukan|DAK) 150.025.000 140.107.473 9338 8.917.827 6,61
o Bimbingan Teknis Pengelclaan Administrasi 485,695,000 422,954,059 87.05 §2.900.941 4
% | Kependudukan bagi Aparatur KatupatenKota(DAK) o
25 | Keordnasi dan Konsultasi Penyelenggaran Pelayanan 200.000.000 195.590.858 97,80 4409132 220
¢ Acministrasi Kependudukan{DAK) :
26 | Sosalsasi can Pencanangan Gerakan Nasional GISA 165600000 | 168290000 | 019 | 18310000 981
! Tingkat Provinsi
|
| gs | Program Peningkatan Pengendalian Penduduk dan 1230249350 | 1.142.588.330 9287 | 87.661.020 m
! | Keluarga Berencana
|5, | Pembinzan Peningkatan Peran Perempuan dalam 112.136.650 107.815,000 95,15 4.320.850 385
“" | Kehigupan Keluarga(Hari Keluarga) - .
| 28] Pendampingan Kemah Nasicanal Konselor Sebaya 2018 761.537.600 594 833.486 91,26 68.544.114 8.74
2% ? Advokasi den KIZ program KKBPK 37.821.050 34,744,344 91,87 3.076.705 8.13
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Pengualan Komitmen Peningkatan Kinera Lini Lapangan 141183 700 | 130.514.000 62,43 10.685.700 157
13| Pembinsan can Penguaian Kampung kg 177,554 150 ] 174.520.500 98,29 3.033.650 171
|

Pada tabel di atas, terlihat bahwa realisasi capaian kinerja keuangan
| tertinggi terdapat pada 1 (satu) kegiatan yaitu Kegiatan Rapat Koordinasi
4 Nasional  Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar

Rp547.226.100,- (99,84%) dari Pagu anggaran kegiatan tersebut. Sedangkan
realisasl capaian kinerja keuangan terendah terdapat pada Kegiatan Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur sebesar Rp22.674.953,- (53,99%) dari pagu
anggaran kegiatan tersebyt.

3.2, Hambatan dan kendala Yang ada dalam pencapaian target yang telah
| ditetapkan

| Untuk pencapaian target yang telah ditetapkan, dalam pelaksanaan
operasional dan kegiatannya selama TA 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

i Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Belitung tidak mengalami hambatan dan
| kendala.
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| BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan OPD

Entitas pelaporan dalam catatan atas laporan keuangan ini adalah Badan
Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku SKPKD yang
berkewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil
yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada
satu  periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen,
1 transparansi dan keseimbangan antargenerasi (/ntergenetional equality).

Dalam penetapan entitas pelaporan, hal yang perlu dipertimbangkan
adanya syarat pengelojaan, pengendalian, dan penugasan suatu entitas
pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk

pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisash dari entitas pelaporan
lainnya.

Selanjutnya entitas akuntansi dalam catatan atas laporan keuangan ini
adalah unit kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana

, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang bertanggungjawab atas pengelolaan
keuangan OPD sesuai yang tercantum dalam DPA-OPD.

4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan ini yaitu
Basis Kas untuk pengakuan belanja, sedangkan Basis Akrual untuk Pengakuan
| Aset, dan Pengakuan Entitas.

Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa belanja diakui

pada saat Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah atau Entitas Pelaporan.
| Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas
‘ diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau
kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, bukan pada saat
| kas atau setara kas diterima atau dibayar.
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Pengakuan beban persediaan barang pakal habis untuk belanja alat tulis

Kantor dan peralatan kebersihan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak, Kenendudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk

Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun

Laporan Keuangan TA 2018 adalah dengan menggunakan pendekatan beban

yaitu pencatatan pada saat penerimaan alat tulis kantor dan peralatan

kebersihan dicatat di sisi debit sebagai beban persediaan alat tulis kantor dan

beban peralatan kebersihan, sedangkan di sisi kredit sebagai utang belanja

barang dan jasa sehingga dengan menggunakan pendekatan beban ini maka

. nilai persediaan alat tulis kantor dan peralatan kebersihan pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipll

dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung menjadi nihil atau tidak ada persediaan barang pakai habis.

Oleh karena pengakuan beban persediaan barang pakai habis alat tulis
kantor dan peralatan kebersihan pada Dinas Pemberdayaan Perempuarn
Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk
Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menyusun
% Laporan Keuangan TA 2018 menggunakan pendekatan beban yang
menyebabkan nilai persediaan barang pakai habis menjadi nihil maka di akhir
tahun atau periode 31 Desember 2018 diperlukan jurnal penyesuaian untuk
mencatat saldo persediaan barang pakai habis alat tulis kantor dan peralatan
kebersihan yang masih tersedia, Adapun sistem pencatatan persediaan tersebut
mengqunakan metode periodik yaitu metode dalam fungsi akuntansi tidak
langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah
persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname)
pada akhir tahun atau periode 31 Desember 2018 dan pada periode inilah dibuat

jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan.

Sedangkan Metode Pengukuran Persediaan barang pakai habis alat tulis
kantor, alat listrik dan peralatan kebersihan pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan  Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
1 Pengendalian penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
[

i

TA 2018 menggunakan Metode Masuk Pertama Keluar Pertama (MPKP) atau
FIFO (First In Frist Out) yaitu barang yang lebih dulu masuk dianggap barang |
yang iebih dulu keluar sehingga pada saat stock opname fisik di akhir tahun,
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saldo. akhir persediaan barang pakal habls alat tulls kantor dan peralatan
kebersihan menunjukkan barang yang dibeli terakhir.

Untuk aplikasi sistem dalam penatausahaan keuangan selama TA 2018,
Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan
Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana menggunakan Sistem
Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan yang digunakan untuk
membuat Laporan Sp) Fungsional, Buku Kas Umum (BKU), SPP/SPM/SP2D, Kartu
Kendali Kegiatan, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO),
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca OPD.

Sedangkan aplikasi sistem dalam penatausahaan barang milik daeran
(BMD) atau Aset, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
menggunakan aplikasi Sistem Barang Milik Daerah (SIMBADA) yang digunakan
untuk membuat Laporan Penyusutan Aset Tetap, Buku Inventaris Gabungan,
Kartu Inventaris Barang (KIB) A (Aset Tanah), KIB B (Aset Peralatan dan Mesin),
KIB C (Aset Gedung dan Bangunan), KIB D (Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan),
KIB E (Aset Tetap Lainnya), dan KIB F (Konstruksi Dalam Pengerjaan).

Metode dalam penyusutan aset tetap yang dihasilkan dari aplikasi
SIMBADA adalah menggunakan metode garis lurus (Straight Line Method) yaitu
metode dimana penyusutan suatu harta/aset dilakukan dalam bagian-bagian
yang sama besar selama masa manfaat yang ditetapkan bagi harta/aset
tersebut. Dengan metode ini pembebanan biaya atas perolehan suatu harta

dibagi setiap tahun dengan jumlah yang sama selama masa manfaat dari harta
tersebut.

4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan OPD

Apropriasi Belanja dinyatakan dalam nilai Rp (Rupiah) sebesar jumlah
maksimal yang diperkenankan untuk direalisasikan oleh Pemerintah Daerah.
Sesuai Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah yang berlaku umum, Apropriasi
Belanja tidak dinyatakan dalam valuta asing sehingga tidak perlu dilakukan
konversi. Seluruh Aprosiasi Belanja dinyatakan dalam bentuk Rp (Rupiah).

4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam standar akuntansi pemerintahan pada OPD
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Penerapan  kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan  dan
menjelaskan prinsip-prinsip akuntans; yang digunakan oleh entitas pelaporan dan
metode-metode penerapannya secara material mempengaruhi penyajian laporan
realiasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas. Selain itu penerapan kebijakan

akuntansi juga meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam
memilih prinsip-prinsip yang sesuai,
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BABV
PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN OPD

i gg‘éia" dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaperan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran adalah semua
penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo
Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah. Pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran ini diakui

pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh
entitas pelaporan.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana
teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak
langsung. Oleh sebab itu selama TA 2018 pada pos ini tidak terdapat
transaksi.

Sedangkan Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) adalah
hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas
dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu
dibayar kembali. Pendapatan dalam Laporan Operasional (LO) ini diakui
pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk
sumber daya ekonomi.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bahwa Dinas
Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan  Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan merupakan unit pelaksana
teknis pemungut pendapatan daerah baik secara langsung maupun tidak
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langsung. Oleh sebab ity selama TA 2018 pada pos ini tidak terdzpat
transaksi yang diakui sebagai hak atas pendapatan.

5.1.2 Belanja

Belanja adaleh semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum
Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode
tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya
kembali oleh pemerintah. Belanja diakui berdasarkan terjadiny2
pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daersh atau entitas
pelaporan.  Khusus - pengeluaran melalui  bendahara  pengeluaran
pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran

tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
a) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Pada Belanja Tidak Langsung (BTL

Jumiah realisasi belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung

yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran periode TA 2018
adalah sebagai berikut:

» Total realisasi belanja pegawai pada Belanje Tidak Langsung
TA 2018 adalah sebesar Rp5.716.437.389,-;

Tabel 5.1
Realisasi Belanja Pegawai BTL TA 2018

™ T JUMLAH -
t No l URA!AN X R P b -A' : - “(RU‘\." .:;:

RN P T A e PR SR R T R R
T3¢ 2Gajidan TunjangamBe sand tiains R atar a3
% e s s e Rl . - ey

1| Gaji Poksk PNSUang Representasi 2.111.685.600

2 | Tunjangan Keluarga 173.435.263

3 | Tunjangan Jabatan 252.100.000

4 | Tunjangan Fungsional 23620.000

5 | Tunjangan Fungsional Umum 54.470.000

§ | Tunjangan Beras 105.371.100

7 | Tunjengan PPR/Tunjangan Khusts 5.026.400

8 | Pembulatan Gaji 20.357

§ | luran jaminan Ketenagakeraan BPJS 20979.775
| 10 | luran jaminan Kesehatan BPJS 53043689
|| T S
s ST Ameahan BeGRAsIANES Hoh Bt Sy TN T RS
‘l 1 | Tembahan Penghasilen Berdasarkan Beban Kerja 2.529‘439.00?\
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Tambahan Pen

by Lainys ghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif 285.160.000
JUMLAR REALISASTBELANJA PEGAWATBTL |~ . . ...
LRA'TA 2018 4 A QRN PAORA LS ;115_.4_;7;5?,

(1411) TP T
Adapun rincian belanja pegawal pada Belanja Tidak Langsung
TA 2018 adalah sebagai berikut:

=~ Anggaran Rp 6.311.010.745,-

- Realisasi Rp_5.716.437.389,-

- Sisa Anggaran Ro___594.573.350.:
Belanja Pegawai Pada Belania Langsung (BL)

Adapun rincian belanja pegawal pada Belanja Langsung TA 2018
adalah sebagal berikut:

- Anggaran Rp 900.493.500,-

- Realisasi Rp 779.848.500.-

- Sisa Anggaran Rp_120,645.000,-
lanja Pegawai P |

Adapun total realisasi belanja pegawai pada belanja operasi
baik dari belanja tidak langsung (BTL) maupun dari belanja
langsung (BL) TA 2018 adalah sebagai berikut:

- Realisasi belanja pegawai (BTL) Rp5.716.437.389,-
- Realisasi belanja pegawai (BL) Rp 779.848.500,-+
— Total Realisasi Belanja Pegawai (BTL & BL) Rp6.496,285,889,-

= Adapun rincian belanja pegawai pada Belanja Operasi TA 2018
adalah sebagai berikut:

- Anggaran Rp 7.211.504.245,-
— Realisasi Rp_6.496.285.889,-
- Sisa Anggaran Ro__ 715218356,

b) Belanja Barang dan Jasa

Adapun rincian belanja barang dan jasa (belanja langsung) pada
belanja operasi (Kode Rekening 2.1.2.) TA 2018 adalah sebagai
berikut:
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= Anggaran Rp 5.566.803.362,-
=, Pealisnst Rp 5.097.641,502.-
= Slsa Anggaran Ro__469.161.860.-

€) Belanja Modal

Jumlah realisasi Belanja Modal yang disajikan dalam Laporan
Realisasi Anggaran TA 2018 sebesar Rp180.680.000,-. Adapun
rincian belanja Modal (Kode Rekening 2.2) TA 2018 adalah sebagal

berikut:

~ Anggaran setelah perubahan Rp 185.560.000,-
- Realisasi Rp 180.680. :
- Sisa Anggaran Rp_ 4,880,000~

Secara keseluruhan realisasi belanja yang disajikan dalam dalam
Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

~ Realisasi Belanja Pegawai:
* Belanja Pegawal (BTL) Rp5.716.437.389,-
(Gaji & Tunj. PNS)

* Belanja Pegawai (BL) Rp 779.848.500,-+
(Honor, PNS/PHL)

Rp6.496.285.889,-
= Realisasi Belanja Barang dan Jasa:
. Belanja Brg & Jasa Rp 5.097.641.502,-

— Realisasi Belanja Modal:

. Belanja Modal R -+
Total Realisasi Beianja pada LRA TA 2018: Rp 11.774.607.391,-

5.1.3 Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa
pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Dengan kata
lain, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi
aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

a) Beban Pegawai
Jumlah beban pegawai yang disajikan dalam Laporan Operasional
TA 2018 adalah sebesar Rp5.955.188.389,- dengan rincian sebagai

berikut:
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Tabel 5.2
umlah Beban Pegawal TA 2018

|- PEGAW

JUMCARGEEAN ]

Al ;(L‘o‘.nzo‘l‘g'; i

2.111.696 800

173.495268

252.100.000

28.620.000

£4 470.000

105.371.100

5 025,400

30357

Bedan uran ]
aminan K
Beoan] 8lenagakeraan

20979.175

Jran Jaminan Kesenatan

59 048.689

R et

LS ATISTI000T

2.637 654 000

b) Beban Barang dan Jasa

Jumlah beban barang dan jasa yang disajikan dalam Laporan
Operasional TA 2018 adalah sebesar Rp5.850.652.517,- dengan

rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2018

No o Ty ‘:-"c"-'uB-AWN‘,"

(BARAN

“JUMLAH BEBAN -
GDANJASA

T TR ST N b P s s Mps iy
i mlalBylan Bstangicansasoteale VR L

THNE)

4 | Realisasi Belanja Barang/Jasa (BL) Jan-Desember 2018
melalul UPIGULS

ATK - LO Akhir Desember TA 2018
i I k Al
2 ?gz.\san Persediaan Barang Cetakan-LO Akhir Desember TA 247000
3 Alat Kepersinan - LO Akhir De
3 gg:an Persediaan Dersinan ir Dasember TA 3551000

(e

JUMLAH BEBAN BARANG DANJASA - LOTA 2048 1| =
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c) Beban Penyusutan

B

Jumlah  beban penyusutan yang disajikan dalam Laporan
Operasional TA 2018 adalah sebesar Rp281.644.025,- dengan

rincian sebaqai berikut:

Tabel 5.4

Jumlah Beban Penyusutan TA 2018

R

TTJOMUAHEEBAN
PENYUSUTANiLQTA")

—

S N20185 Rp)

Baban Penyusutan Alat Angkulan Daral Bermolor

113.243.142

1
|
1 Beban Penyusutan Alal Kantor

32.112.002

11.913.000

Beban Penyusulan Alat Rumah Tanaaa
Beban Penyusitan Perajalan Kemgutar

48.560.000

Senan Penyusulan Me 3 gan Kurs| kena/Rapal Pe.abal

1.640.000

Beban Penyusitan Alat Studo

3.928333

Beban Penyusutan Alal Komunikast

410.000

. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

4.798.764 |

8Beban Penyusulan Bangunan Gecung Tempal Tingaal

B4 415,784

10 | Bevan Penyusutan Bangunan Menara

£25.000

L \ JUMLAH BEBAN PENY,USUfAN-- LOTA2018, .

Y T R A 5
281,644.025,

d) Surplus/Defisit - LO

Jumlah surplus/defisit yang disajikan dalam Laporan Operasional TA
2018 adalah sebesar minus Rp12.087.484.931,- dengan rinclan

sebaqgai berikut:

Tabel 5.5

Jumlah Surpius/Defisit TA 2018

NO URAIAN

“SURPLUS/DEFISIT- O

il e

i

TA2018(Rp)

| iPENDAPATAN LO:

1A

T BEBANLO: T

T 1200 54938

bt

Ean Pegawal

5.955.188.389

5.850.652.517

1
2 | Beban Barang dan Jasa
3 | Beban Penyusulan

281.644.025

JUMLAH SURPLUSIDEFISIT - LO TA 2018
(r=n

T (12.087.484.831)

i)

5.1.4 Aset

Aset adalah Sumber Daya Ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki

oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana
manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik
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Sf:g,pizen:::j: rsnua UPun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan
Penyediaan jasa bam_ber Daya Non Keuangan yang diperlukan untuk
sumber Daya karenagl maSvarfakat umum untuk pemeliharaan Sumber-
alasan sejarah dan budaya.

- di:::ﬂz;kslislﬂkasikan .ke dalam aset lancar dan nonlancar. Suatu
Bapat di!’ealisasik:n SEbag;.;u aset lancar jka diharapkan segera untuk
12 (dua el bn atau .dlml|lki untuk dipakai atau dijual dalam waktu

. ulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat
::rr:;aasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non

r.

' Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek,
Piutang, dan persediaan,

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan
aset tak berwujud yang digunakan balk langsung maupun tidak langsung
untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset
non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap,
dana cadangan, dan aset lainnya.

Selama periode Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipll dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung terdapat perubahan aset baik itu aset lancar, aset tetap maupun
aset lainnya. Berikut ini Tabel Perubahan Aset:

Tabel 5.6
Jumlah Perubahan Aset

ASET

ASET LANCAR
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Bendshara Penerimaan
Piutang Pajzk Daerah
Piutang Relnbusi Daerah
Penyisinan Piutang - -
Belznja di Bayar di Muka - . R -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan
Angsuran :
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian - . N
g A 32416530 | 5579075 83T 485 Thi

Perse‘j‘aen CTRTS ECH ¥ S ada T AR v VN PR T L 1ol N POSI < Sl
T 7 egumiah AsetiLancars skl v £ 324181560k St SAS 878070 AN AT BITARY it 481

ASET TETAP

Pordiian G e TO70856.500 | 1.305.908.600 ”
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L"’"—' Jalan, Irigasi éan Jaringan 3485627400 L0000
~set Tetap Lainnya - .
Konstruks: Da'am Pengerjaan . :
~kumulasi Penvygyt . : 9

S ‘ )h_=5f§j:}§h;aﬁ_. e (2003352 120) | (8519563631 |_ (1111405739 | 125 |
! - CaAsetTetap. 4 OS24, S GAaRgsZ T LT 405.TA81 el 14 PO

|
|

™ ASET LAINNYA il [
T

r Taginan Penjualan Anasyran -

= Turtutan Ganti Kerugian

I Kemitraan Bengan Pinak Ketiga
Asel Tek Berwuiug
|
Asel Landar .
' oLt 85625000 55625000 - -
| s . ‘Y. (I J ), R Nl - Ty N i o A PRON O Y ST
P periheinlinisad WM hAsetLalnnya 48 i 98- 9281000F 35 o 96,928 000 I e 1
[
| |
|

JUMLAH ASET

62455338, | - 541.456.192 |'(1:064568.254) | - 2,007

Berdasarkan tabel di atas, TA 2018 ini terdapat perubahan dalam
aset lancar yaitu:

- Nilai Kas di bendahara pengeluaran baik Itu per 29 Desember 2017
maupun per 31 Desember 2018 tetap bernilai Rp0,-;

- Perubahan kenaikan nilai persediaan akhir dari sebesar Rp5.579.075,-

pada 29 Desember 2018 menjadi sebesar Rp32.416.560,- pada 31
Desember 2018.

Sedangkan untuk Aset Tetap pada Neraca TA 2018 berdasarkan
tabel 5.6 di atas, terdapat penambahan dan pengurangan nilai aset tetap

di luar tahun berjalan. Adapun rincian perubahan nilai aset tetap
tersebut adalah sebagai berikut:

= Tanah

Jumlah Aset Tetap Tanah baik itu per 29 Desember 2017 maupun

per 31 Desember 2018 tetap bernilai nihil (tidak ada mutasi
penambahan/pengurangan aset).

& Peralatan dan Mesin

e

perubahan Kenaikan Jumlah Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari
sebesar Rp1.305.908.500,- pada 29 Desember 2017 menjadi
sebesar Rp1.970.858.500,- pada 31 Desember 2018 (terjadi mutasi

penambahan dan pengurangan nilai aset tetap di luar tahun
berjalan).
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Penambahan terdii dari  penambahan alih  status

en
PenIgUNaaN peralatan dan mesin berupa 2 buah minibus toyota
sebesar Rp513.460.000,-,

Mute
a5l pengurangan terdiri darl pengurangan alih status

PENGQUNaan peralatan dan mesin berupa 2 buah sepeda motor
Yamaha sebesar Rp29.190.000,-

4 , anaun
Perubahan Kenalkan Jumiah Aset Tetap Gedung dan Bangunan
sebesar Rp25,000.000,- pada 29 Desember 2017 menjadi sebesar

Rp3.485.627.400,- pada 31 Desember 2018 (terjadi mutasi

Penambahan nilai aset tetap di luar tahun berjalan).

penambahan  alih  status penggunaan gedung  sebesar

Rp3.460.627.400,- terdiri dari Gedung Pos Jaga sebesar
Rp26.125.000,-, Musholla sebesar Rp153.934.200,-, Rumah Dinas

Ketua DPRD sebesar Rp.3.220.789.200,-, dan Rehab Pos Jaga
sebesar Rp59.779.000,-

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jumlah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan baik itu per 29
Desember 2017 maupun per 31 Desember 2018 tetap bernilai nihil
(tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset).

4 Aset Tetap Lainn

Jumlah Aset Tetap Lainnya baik itu per 29 Desember 2017 maupun
per 31 Desember 2018 tetap bernilai nihil (tidak ada mutasi
penambahan/pengurangan aset).

4  Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Jumlah Aset Tetap KDP baik itu per 29 Desember 2017 maupun per
31 Desember 2018 tetap bernilai nihil (tidak ada mutasi
penambahan/pengurangan aset).

& Akumulasi Penyusutan
Berikut ini adalah Tabel Rincian Mutasi dan Jumlah Akumulasi
Penyusutan TA 2018:
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Rincian Mutasi dan Jum| Pl

ah Nilai Akumulasi Penyusutan

" YRR
el An A AL N eRI]

RENTLS . TA

: 1USU1a Alat Angutan Dol Bormois 113243 142 |
= pkumulasi Penyusutan Alzt Kantor 32.412.002 |
z Akumilag Penvusut an A! ! Ruman Tanass 11813000 |
U A_‘_‘i_s 1an Peraatan Kompoter 48.560 000
3 T‘ Tias| Penyusutan Maa gan Ky 1s Keria Razat Pel 1£40 000
m T-&'“N.s‘ tan Azt Stugo 3823333
3 ARUMLI3S Penyusutan A1 2 Kemunines 410.000
' g ;k =Tulas! Penyusutan Bangunan Ges.oa Tempat kena 4780.764
Kum.Ias Penyusutan Bangunan G Gedung Tempat Tin 834177450
a 101 Ak =Mmulasi Penyusytan 82730027 Menarz £25.000
T JUMLAR NILAL Aysuv.uusmmusmu TATS L ( o 3 3 .ﬂ:,;
L_ B (Y el &
Total Aset Tetap TA 2018 berdasarkan jumlah aset tetap per 31
Desember 2018 adalah sebagal berikut:
Tabel 5.8
Total Nilai Aset Tetap TA 2018
NO i 3 TOTAL NlLAI ASET.TETAP; TA J
’ URAIAN "2018 [Rp)"
A | Tanzh
B | Peralatan can Mesin 1.970.858.5
C | Gecung dan Bangunan 3.485.627.400
D | Jaan, rigasi gan Jarngan
E | Aset Tetap Lainnya
F | Konstruksi Dalam Pengerjaan -
G | Akumulasi Penyusuian Mengurangi Nilai Aset Te'ap (2.003.352.122)
TOTAL NILAIASET TETAPTA 2018 - 1 33 453.123, 778

Adapun untuk Aset Lainnya TA 2018 berdasarkan tabel 5.6 di
atas, tetap (tidak ada mutasi penambahan/pengurangan aset) sebesar
Rp96.925.000,- per 29 Des 2017 dan pada 31 Desember 2018 dengan
rincian sebagai berikut:
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Tabel 5.9

Rincian Mutasi dan Jumlah Aset Lainnya TA 2018

Vo JUMLAHASET
URAIAN v b LA1N‘.YATA2015 |

e ARRA e
e
o lH et 50186,929.000%)

_J

"”’ ULRsians CRYISASIAS

5%
‘*“G MENS. URAN, GIHIEAI ASETLA NN A oA
Akumulasi A

merisasi Asey Lainnya

JUMLAH ASET.LANNYA 31 DESEMBER 2018+ .+ " -1 35,025.000
RSy “,”] '_;_; ¢ »';',"_ ; '..»",'.‘."‘ ;‘< ,ﬂ ",J':" 5

IDAK BER&'-U VUD nl’

5.1.5 Kewajiban

Basis akrual untuk kewajiban di Neraca, diakui dan dicatat pada
Saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi
lingkungan  berpengaruh  pada keuangan pemerintah, tanpa
memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan
akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang
dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah. Artinya kewajiban adalah utang
yang timbul dari peristwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan
kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan
kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah
kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Jumlah kewajiban jangka pendek TA 2018 pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan  Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp238.751.000,-. Berikut ini
jumlah kewajiban TA 2018:
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Tabel 5.10
Jumlah Kewajiban TA 2018
: erubahan .t 7Y
Uralan 31 DES 2018 29°DES 2017 . Y. |
(Rp) Ha vpunbe
KEWAJIBAN .
|
| KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Beban 238.761.000,- .
JUMLAR KEWAJIBAN 236.751.000,- ' -
: :
KEWAJIBAN 7 [ 2R Sh g0 [ Ll oo it 2o i

Adapun rincian mutasi dan jumlah kewajiban jangka pendek
(utang beban) TA 2018 yang masih harus dibayar adalah sebagal berikut:

Lo Tabel 5.11
Rincian Mutasi dan Jumlzh Kewajiban Jk. Pendek

i (Utang Beban) TA 2018

T T w0 ] UNLAHKEWAUIBAN.
NO : : | JK RENDEK(UTANG .

URAN ol BELANJATAZOIE -

PR TR at r SR

TERGTCES 2070 0)
4 !‘;'-‘u""—ﬂ !

Utang Beban 238.751.000.-

JUMLAH KEWAJIBAN JK. PENDEK (UTANG:BEBAN) - - . pv oo v oes
31 DESEMBER 2018 ‘ *238.754.000,- ¢
. . ) ." ‘—;l

5.1.6 Ekuitas

\ Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan
! celisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
|

| Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada l.aporan

Perubahan Ekuitas (LPE).
Laporan Perubahan Ekuitas OPD adalah laporan yang menyajikan

pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit LO, dampak/efek kumulatif atas
| perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar

dan ekuitas akhir.

a) Ekuitas Awal
jumlah ekuitas awal yang disajikan dalam LPE TA 2018 adalah
sebesar Rp541.456.192,- dengan rincian sebagai berikut:
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Tabel 5.12
Jumlah Ekuitas Awal — LPE TA 2018

e

———
irNO T RS et BT Lo NJU!,‘.,AHEK"'D\SA:’M. «LRE-
, URAIAN . A CTANE
—— , 1 m;;
m J:KugAsz. PN o j ;ﬂ_, " PR
I ~

’ ) I RATIA
L 32 0577834,831 )

- mprI e —

Lo teen q i <~m.-‘
ot JU"~-’* KEWAJBAY '.p.r.{ Konan fp‘s@ 5y 3:::;,11,[;5.’7& 15
- ——'~-~.~.__ b AR i s L

: ] JUMLAH EKUITAS AWAL - LPE TA 2018 134714732 |
S S (1eleneny *)

b)  Surplus/Defisit Lo

Seperti yang sudah diketahul sebelumnya bahwa jumlah
surplus/defisit  yang disajikan dalam Laporan Operasional
TA 2018 adalah selisih antara pendapatan dengan beban sehingga
menghasilkan defisit sebesar minus Rp12.087.484.931,-. Jumiah
cefisit tersebut akan mengurangi nilai ekuitas awal dalam Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE) TA 2018.

¢) Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan
Mendasar

Dampak kumulatf perubahan perubahan kebijakan/kesalahan
mendasar yang disajikan dalam LPE TA 2018 terdiri atas:

» Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan
Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan yang disajikan dalam
dampak kumulatif perubahan perubahan kebijakan/kesalahan
mendasar  pada LPE  TA 2018 adalah  sebesar
Rp15.719.504.7¢1,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.13
Jumlah Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan —
LPE TA 2018

JUMLAM AT AL, ZAN
J"‘- o} -l-u--.\_“a'lv

i —
T o

T REAAIER AR A R e A L B
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1 80'680,0008

513.460.000

153.934.200

at Ibadah
VIl _| Bangunan Gedung yntuk Pos

TR Jaga

65.904.000

Bangunan Gedun Tempat Tingaal

3.220.789.200

Kendaraan Bermotor Beroda Dua sebanyak 2 buah

JUMLAH KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

29.180.000

TA 2018 (Rp)
L4 14 10+ IVSVAVIVIVIILIX )
d) Ekuitas Akhir
Jumiah Ekuitas Akhir yang disajikan dalam LPE TA 2018 adalah
sebesar Rp3.343.714.338,- dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.14
Jumlah Ekuitas Akhir — LPE TA 2018
= URAIAN ...« ' i e 1 5JUMLAN ()= -
1| EKUITAS AWAL 541.456.192
2_| SURPLUSIDEFISIT- L0 (12.087.484.931)
DAMPAK KUMULATIF P! [ |
iy (LAIN-LAIN)EtRUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN (829.761.714)
3| KEWAJIBAN UNTUK DIKOSOLIDASIKAN 15.719.504.791
JUMLAH EKUITAS AKHIR LPE TA 2018 ULl amaneiadag
(1+2+ 3) 2 o] : »3'343'”."338'

Jumlah Ekuitas Akhir di atas akan disajikan ke dalam Neraca TA
2018. Berikut ini adalah rincian Ekuitas Dana yang tersaji dalam Neraca:

Tabel 5.15
Jumlah Ekuitas Dana — Neraca TA 2018
( i MCESEMBER | 5o cconr Perubzhan ]
2018 (RpY =i % f
| EKUITAS
[ Ekuitas 3.343.714.338 541456.192 | 2802258145 | 517
[’ JUMLAH EKUITAS | 3.343,714.336 | 541.456:192 1°2.602.258448 |- =547+

Adapun posisi keuangan mengenai aset,

kewajiban, dan ekuitas

dana dalam Neraca Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga

Berencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung TA 2018 dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 5.1
Kewajiban dan Ekuitas di Neraca TA 2018

’-_ﬁ\\“‘“ B ——
lx\.«sm = | KEWAJIBAN _+ EKUITAS |

ASEY
LANCAR +

Posisi Aset,

ASETTETAP  +  ASETLAINNYA | = KEWAJIBAN ¢ EKUITAS

2415,
8560+ 3usyazagg 96.925.000 | = | 238751.000 4 3343714338

= 25M2465308 | = | 2.862405.009

- 5.2. Pengungkapan atas Pos-pos aset dan kewajiban yang timbul
sehubungan dengan pene

belanj . rapan basis akrual atas pendapatan dan
: oTye d.a n rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas
;Pan tansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada

Dalam akuntansi berbasis kas, transaksi ekonomi dan kejadian lain diakui
ketika kas diterima atau dibayarkan, Sedangkan dalam akuntans! berbasls akrual
transaksi dan peristiwa-peristiwa lain diakul dan dicatat dalam catatan akuntansi
| dan dilaporkan dalam periode laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi
tersebut, bukan pada saat kas atau ekuivalen kas diterima atau dibayarkan.

Sebagai entitas akuntansi selama TA 2018 pada Dinas Pemberdayaan
Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduauk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
terdapat perubahan atau mutasi aset sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Selanjutnya untuk pengungkapan terhadap besarnya Apropriasi Belanja
dari sisi anggaran merupakan jumlah maksimal yang diperkenankan untuk
direalisasikan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD). Apropriasi Belanja dinyatakan dalam
nilai Rupiah (Rp) sebesar jumlah maksimal yang diperkenankan untuk
direalisasikan.

Untuk pengakuan Belanja dilakukan pada saat terjadinya pengeluaran dari
Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui
pendahara pengeluaran pengakuannya dilakukan pada saat
pertanggungjawaban atas pengel'aran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan dalam hal ini Badan Keuangan Daerah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku entitas pelaporan.
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BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-

INFORMASI
NON KEUANGAN OPD

Pada bab ini akan dijelaskan beberapa informasi nonkeuangan yang tidak
tergambar dalam bagian manapun darl catatan atas laporan keuangan. Hal Inl perlu
ﬁdilakukan untuk memudahkan pengguna laporan mengetahui lebih jauh kondisi riil
lingkup OPD selama kurun waktu TA 2018, yang disajikan sebagai berikut:

1. Sebagaimana diketahui bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,
Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya
diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan
Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

2. Manajemen secara umum tidak merubah kuantitas anggaran, namun demikian
penerapan peraturan pemerintah tentang pengelolaan keuangan daerah
mengharuskan pengguna  anggaran melakukan koreksi dan menata kembali
kebijakan lama yang tidak sinkron dengan peraturan baru.

3. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar kegiatan operasional:
« Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Periindungan Anak;
+ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

| Republik Indonesia Numor 4286);
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga; |
+ Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
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Peraturan Pemeri
. <rinteh Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan
Kerjasama Masyarakat,

' Kementerian  pemberdayaan Perempuan  dan
perlindungan Anak;
« Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan
Menterl Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah dan sebagaimana telah diubah kembali dengan Peraturan
Menteri  Dalam  Negeri Nomor 21  Tahun 2011  tentang
| PerubahanKeduaAtasPeraturanMenteriDalamNegeriNomor 13 Tahun 2006
| TentanQ.PedomanPengelolaanKeuangan Daerah;
Instruks Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang BKKBN;
Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil

dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung.
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BAB VII
PENUTUP

Laporan Keuangan pada dasarnya disusun untuk menyajikan Informasi yang
relevan mengenal posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu
entitas pelaporan selama satu periode pelaporan yang mengacu pada Peraturan Menterl
'Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Laporan semester terutama digunakan untuk
membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan
anggaran yanq telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektifitas dan
efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap
peraturan perundang-undangan,

| Perkembangan yang dinamis dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibutuhkan
sistem perencanaan fiskal yang terdiri darl sistem penyusunan anggaran tahunan yang
dilaksanakan sesuai dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (Medium Term

| Expenditure  Framework). Berbagai kebijakan perencanaan anggaran tersebut
diharapkan dapat terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih efisien, transparan dan

i akuntabel.

| Pada TA 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak,

! Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan 5(lima) program atau 100%
dari 5 (lima) program yang ada dan 31 (tiga puluh satu) kegiatan atau 100% dari 31

| (tiga puluh satu) kegiatan yang direncanakan.

Demikian Laporan Semester OPD ini dibuat dan disusun dalam rangka memenuhi
akuntabilitas sektor publik yang merupakar kewajiban kami selaku entitas pelaporan.
Disadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari harapan, dengan kekurangan
dan kelemahan yang beragam. Namun demikian kami telah mengupayakan untuk tidak

menyimpang dari ketentuan yang berlaku.
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